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KATA PENGANTAR

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,
maka dalam sistem Peradilan Indonesia terdapat satu Peradilan lagi
yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Buku dengan Judul HUKUM
ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN IN-
DUSTRIAL: TEORI DAN PRAKTEK.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004,
Perselisihan hubungan industrial diselesaikan melalui Pegawai Perantara
yang berada pada Dinas Tenaga Kerja setempat. Penyelesaian hubungan
Industrial pada Melalui Pegawai Perantara dikenal dengan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) di daerah tingkat
I dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yang
berkedudukan di Ibu kota negara. Pembentukan Panitia ini didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan.

Produk yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan sifatnya anjurannya. Namun walaupun sifatnya anjuran
tetapi wajib dilaksanakan baik oleh Pekerja maupun Pengusaha. Jika

salah satu pihak tidak sepakat terhadap anjuran Panitia Penyelesaian
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Perselisihan Perburuhan, maka dapat mengajukan Gugatan pada
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sejak terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004
tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN IN-
DUSTRIAL, maka Perselisthan Hubungan Industrial yang telah
memiliki sistem Peradilan sendiri dengan tiga tahapan yaitu Tahapan
Bipartit, Tahapan Triparti dan Pengadilan Hubungan Industrial. Ketiga
tahapan tersebut wajib dilalui baik oleh Pekerja maupun oleh Pengusaha
jika terjadi Perselisihan Hubungan Industrial.

Tahapan Bipartit, Tahapan Triparti dan Pengadilan Hubungan
Industrial, dalam system Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial,
merupakan hukum acara tersendiri, walaupun secara umum Hukum
Acara Perselisthan Hubungan Industrial lebih diarahkan pada Hukum
Acara Perdata. Namun walaupun bentuknya Hukum Acara Perdata,
namun Perselisthan Hubungan Industrial memiliki bentuk tersendiri
dalam hal Hukum Acara Perdata.

Dalam Perselisihan Hubungan Industrial dibatasi hanya ada
empat Perselisihan yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan Hubungan
Industrial, Perselisthan Kepentingan dan Perselisihan antara Serikat
Pekerja. Dari keempat perselisihan tersebut untuk perselisihan Hak dan
Pemutusan Hubungan Kerja upaya hukum yang dilakukan yaitu Pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Upaya Kasasi di Mahkamah Agung.
Kemudian Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antara Serikat
Pekerja, upaya hukumnya pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Pada Perselisihan Hubungan Industrial terdapat tenggang waktu
Penyelesaian Perselisihan pada setiap tahapan yaitu tahapan bipartit,
tahapan tripartite dan tahapan Pengadilan Hubungan Industrial yaitu
Pengadilan Tingkat Pertama dan Mahkamah Agung.

Semoga buku bisa memberi manfaat bagi Pekerja, Serikat
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Pekerja, Perusahaan khususnya Human Resource Department untuk

lebih memahami Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial.

Kendari,............ 2022
Penulis
Anselmus Ar Masiku, S.H.,M.H.
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